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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemberian tujangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri 

Sipil sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang baik terhadap 

kinerja seorang Pegawai Negeri sipil. Dampak tersebut dapat dilihat di 

dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap tahunnya melalui 

dialog kinerja bersama dengan pimpinan serta memiliki target tertentu yang 

harus dipenuhi dan direalisasikan. Jika dalam kurun waktu satu tahun 

rencana kinerja baik organisasi maupun individu tidak mencapai atau 

merealisasikan target yang telah ditentukan maka tunjangan Tambahan 

Penghasilan Pegawai yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil juga 

akan berkurang.  

2. Pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2022 diatur dengan Peraturan 

Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara yang pembayarannya diberikan 

setiap tiga bulan sekali. Kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek dalam melakukan pembayaran tunjangan Tambahan 

Penghasilan Pegawai dinilai hampir tidak ada atau nihil, tetapi beberapa 

kendala yang selama ini dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil terkait 
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keterlambatan pemberian tunjangan tambahan Penghasilan Pegawai bukan 

berasal dari pemerintah melainkan dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri 

contohnya seperti, terlambat dalam pengisian SKP yang seharusnya diisi 

setiap hari tetapi pengisian dilakukan mendekati tanggal jatuh tempo 

pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga membuat Pegawai 

Negeri Sipil terlambat dalam menerima tunjangan Tambahan Penghasilan 

Pegawai tersebut. 

B. Saran 

Saran penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan 

diatas, maka penulis memberikan saran bahwa: 

1. Ketentuan untuk memperoleh tambahan penghasilan pegawai seharusnya 

diberikan seimbang dengan komposisi prestasi kerja dengan presentase 50% 

dan disiplin kerja dengan presentase 50% sehingga dapat di seimbangkan 

antara disiplin kerja dan prestasi kerja. 

2. Pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai sebaiknya diberikan tenggang waktu pengisian 

Sasaran Kinerja Pegawai baik harian, bulanan, maupun tribulan sebelum 

jatuh tempo pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai. 
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